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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan alam berupa hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan
Yang Maha Esa yang tak ternilai harganya. Oleh karenanya, hutan wajib diurus
dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia sebagai
ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pembangunan di bidang kehutanan merupakan bagian dari pembangunan
nasional dengan tujuan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi
kepentingan pengelolaan sumber daya alam berupa hutan. Hasil hutan baik untuk
dinikmati maupun untuk diusahakan. Hutan banyak manfaatnya bagi
kesinambungan kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya.! Pembangunan di
bidang kehutanan otomatis membawa dampak terhadap perubahan lingkungan.
Segala variasi yang ditempuh dalam wujud apa pun dalam pembangunan, akan
berarti pula menuntut perubahan lingkungan. Semakin meningkat upaya
pembangunan maka akan semakin meningkat pula dampaknya terhadap
lingkungan hidup.

Pembangunan kehutanan merupakan bagian dari pembangunan

mempunyai landasan filosofis, landasan konstitusional dan landasan

! Bambar]g Pamulardi, Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan, Edisi I,
Cetakan 3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, Hal. 1.



konsepsional. Di samping tiga landasan tersebut menjadi dasar pembangunan
kehutanan, landasan yang bersifat teknis operasional juga menjadi landasan dalam
pelaksanaan pembangunan kehutanan.”

Manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang
mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hasil hutan ikutan antara lain rotan, getah,
buah-buahan, madu dan lain-lain. Sementara itu, ada delapan manfaat hutan
secara tidak langsung, antara lain; mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi,
memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan,
memberikan manfaat di sektor pariwisata, memberikan manfaat dalam bidang
pertahanan keamanan, menampung tenaga kerja, dan menambah devisa negara.3

Pengelolaan hutan dalam pelaksanaannya senantiasa memperhatikan
fungsi dan kegunaannya. Pengelolaan hutan yang mengabaikan fungsi dan
kegunaannya sangat berpotensi mengakibatkan kerusakan hutan. Kekayaan alam
Indonesia termasuk flora dan fauna harus dikelola seoptimal mungkin tanpa harus
merusak ekosistemnya antara lain dengan menerapkan prinsip konservasi
sehingga hutan tetap terjamin kelestariannya.

Indonesia memiliki hutan tropis yang terbesar di dunia, yang luasnya

menempati urutan ketiga setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo.* Di

dalamnya banyak terkandung kekayaan hayati yang beragam dan unik. Dengan

2 Ibid, Hal. 43.

a1 3 Salim H.S., Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2004,
al. 1.

4
Potret Keadaan Hutan Indonesia, (http://www.fwi.or.id/illegallogging/indeks.shtml
Diakses Tanggal 3 Oktober 2007, Jam 13.00 WIB. gareasing ) )



demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya hutan sangat besar. Bahkan
tidak dapat dipungkiri selama 32 tahun, pemerintahan Orde Baru menempatkan
sektor kehutanan sebagai andalan perolehan devisa negara nomor dua setelah
sektor migas. Di samping sebagai penghasil devisa, sektor kehutanan juga
menyerap banyak tenaga kerja dan mampu mendorong terbentuknya pusat-pusat
ekonomi. Namun, bersamaan dengan itu pula sebagai dampak negatif atas
pengelolaan hutan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat, pada akhirnya
menyisakan banyak persoalan, di antaranya tingkat kerusakan hutan yang sangat
mengkhawatirkan.

Negara Indonesia terdiri dari 17.508 pulau, yang mempunyai daratan
seluas 1,9 juta KM? dan garis pantai sepanjang 80.791 KM dengan cakupan laut
seluas 3,1 juta KM2 Negara kepulauan Indonesia terletak di katulistiwa antara
Lautan Hindia dan Lautan Pasifik, yang diapit oleh benua Asia dan Australia.
Salah satu sumber daya alam Indonesia yang terpenting adalah hutan tropis.5

Hutan-hutan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tertinggi di
dunia, meskipun luas daratannya hanya 1,3 persen dari luas daratan di permukaan
bumi. Kekayaan hayati ini meliputi 11 persen spesies tumbuhan dunia, 10 persen
spesies mamalia, dan 16 persen spesies burung di dunia. Namun, potret keadaan
hutan Indonesia semakin buram karena saat ini Indonesia sedang mengalami

kehilangan hutan tropis yang tercepat di dunia.

5 sene
Siahaan, NHT., Hutan, Lingkungan dan Paradigma Pembangunan, Penerbit P
’ , 5 ancuran
Alam, Jakarta, Cetakan Pertama, 2007, Hal. 15. B




Harus diakui bahwa Indonesia sempat mengalami kerusakan hutan
(deforestasi) yang cukup besar. Terjadi kerusakan hutan (deforestasi) seluas
300.000 hektar per tahun (1970-an), meningkat menjadi 600.000 hektar per tahun
(1981), dan menjadi 1 juta hektar per tahun pada tahun 1990. Data deforestasi
nasional tahun 1985 — 1997, tidak termasuk Papua, tercatat seluas rata-rata 1,6
juta hektar per tahun. Dari hasil pengamatan citra landsat tahun 2000 diketahui
bahwa kerusakan hutan (deforestasi) periode 1997 — 2000 mencapai rata-rata 2,83
juta hektar per tahun untuk lima pulau besar, termasuk Maluku dan Papua.
Berdasarkan data terbaru, kerusakan hutan (deforestasi) tahun 2001 — 2003 turun
menjadi di bawah 1,5 juta hektar per tahun.® Tahun 2003 / 2004 angka kerusakan
hutan (deforestasi) telah mencapai 3,8 juta hektar per tahun.’

Berbagai faktor penyebab timbulnya kerusakan hutan diantaranya “dapat
terjadi akibat perbuatan kesengajaan atau kelalaian subyek hukum yang terdiri
dari manusia dan atau badan hukum, karena ternak dan keadaan-keadaan alam
misalnya gempa bumi, letusan gunung, banjir dan juga dapat terjadi karena
serangan hama dan penyakit pohon”.8

Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara
memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala

sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan

3 Kompas, Selasa, 25 September 2007, Hal. 6.
Lihat Siahaan, NHT., Op.Cit., Hal. 20.

s ;Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996,
al. 0o —0.




kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan
menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan
hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya
pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak
lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan.’

Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan
kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu
dan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu
dan bukan kayu. Di samping mempunyai hak memanfaatkan, pemegang izin
harus bertanggung jawab atas segala macam gangguan terhadap hutan dan
kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya.lo

Kota Palembang sebagai ibukota provinsi Sumatera Selatan tidak terlepas
dari upaya dilaksanakannya penegakan hukum di bidang kehutanan karena
Palembang adalah sebagai salah satu kota yang sedang melakukan pembangunan
yang pesat merupakan konsumen kayu yang cukup besar di Indonesia. Kayu-kayu
tersebut sebagian besar digunakan oleh warga Palembang dan wilayah sekitarnya
untuk membangun rumah sebagai tempat tinggal mereka. Untuk memenuhi
kebutuhan kayu tersebut adalah berasal dari kayu legal yang diperoleh dari hasil

produksi yang resmi. Pemenuhan kebutuhan kayu yang diperlukan untuk

® Indonesia, Undang-Undang Tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3888), Pasal 4 ayat (2) hurufa, b, c.

'° Ibid., Penjelasan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang K chutanan.



pembangunan di Palembang dan sekitarnya, sebagian besar berasal dari provinsi
Riau dan Jambi.

Kayu-kayu yang diperoleh di Palembang sering menimbulkan banyak
persoalan, diantaranya adalah pencurian hasil hutan (illegal logging). Pencurian
hasil hutan (illegal logging) tersebut melibatkan banyak pihak diantaranya adalah
pengangkut, pemodal, pemesan, pengirim, pemalsu dokumen, saw mill yang
mengolah dan para penebangnya termasuk pihak-pihak tertentu yang berperan
sebagai penghubung.

Palembang merupakan daerah hilir dimana kayu-kayu tersebut diedarkan
dari daerah hulu (tempat asal kayu-kayu tersebut ditebang). Yang menjadi
permasalahan adalah penanganan tindak pidana pencurian hasil hutan (illegal
logging) hanya sampai pada pelaku-pelaku di lapangan saja yang diproses secara
hukum (misalnya nahkoda dan sopir) dan jarang sekali ditelusuri sampai ke
daerah hulu yaitu aktor intelektual misalnya pemodal, pengirim dan pengusaha /
cukong. Rata-rata yang dipidana adalah orang-orang yang berada di lapangan
yaitu tidak mempunyai dokumen baik jenis, volume dan jumlah kayu. Sehingga
akibatnya adalah tindak pidana pencurian hasil hutan (illegal logging) masih
sering terjadi dan dapat diperkirakan hutan di Indonesia semakin berkurang dan
lama-kelamaan habis.

Menjerat pelaku secara keseluruhan sebenarnya hal yang sangat
mengingat pencurian hasil hutan (illegal logging) adalah tind

melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu penegakan hukum




melalui sistem peradilan pidana. Tindakan untuk memberantas tindak pidana
pencurian hasil hutan (illegal logging) telah dilakukan pemerintah bertahun-tahun
termasuk mengubah dan menambah peraturan-peraturan mengenai tindak pidana
pencurian hasil hutan (illegal logging). Akan tetapi semua usaha yané dilakukan
masih kurang berhasil seperti yang diharapkan.

Dalam upaya penegakan hukum, kepolisian merupakan instansi terdepan
yang berhadapan secara langsung dengan para pelanggar hukum, oleh karena itu
diperlukan kemampuan dan personil yang memadai. Salah satu kemampuan yang
harus dimiliki penyidik POLRI adalah melakukan identifikasi kepolisian,
kedokteran kepolisian, laboratorium kepolisian dan psikologi kepolisian'' yang
berguna untuk mengungkap suatu perkara pidana. Hal tersebut sangat berguna
untuk pengumpulan bukti-bukti guna kepentingan pembuktian.

Proses penyidikan di bidang kehutanan khususnya terhadap pelaku
pencurian hasil hutan (illegal logging) dilakukan melalui suatu sistem yang
dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system). Sistem
peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi
kejahatan.'?

Dalam sistem peradilan pidana, penyidik merupakan instansi penegak

hukum yang memegang peranan penting, karena penyidik yang pertama kali

""" Indonesia, Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara RI, UU No. 2 tahun 2002,

g,emfl??]ran Negara No. 2 tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168), Pasal 14 ayat (1)
uruf h.

. .'2 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta,
Universitas Indonesia, 1999, Hal. 84.



mengetahui sendiri, menerima laporan atau pengaduan tentang suatu peristiwa

13 Dengan kata lain penyidik

yang patut diduga merupakan tindak pidana.
merupakan orang pertama yang menggerakan sistem peradilan pidana.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di atas, masalah tindak pidana
pencurian hasil hutan (illegal logging) merupakan masalah yang cukup rumit
untuk ditanggulangi, sehingga penyidikan dalam penanganan tindak pidana
pencurian hasil hutan (illegal logging) terkesan hanya menjadi tugas dan
tanggung jawab petugas penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

Bekerjanya sistem peradilan pidana yang dimulai dari proses penyelidikan
dan penyidikan tidaklah semudah dibayangkan, banyak kendala-kendala yang
ditemukan sehingga sampai saat ini tindak pidana pencurian hasil hutan (illegal
logging) masih tetap berlangsung.

Pada penulisan ini, penulis membatasi penelitian pada penyidikan yang
dilakukan oleh pihak kepolisian ditinjau dari hukum pidana dan hukum acara
pidananya dalam tahap penyidikan.

Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana pencurian
hasil hutan (ilegal logging). Untuk itulah penelitian ini diberi judul “PROSES
PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

HASIL HUTAN (ILLEGAL LOGGING)”.

13 :
Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana, Undang-

Undang No. 8 tahun 1981, (Lembaran Negara tahun 1981 No. 76, Tambah
00 e 106, , an Lembaran Negara Nomor



. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil
hutan (illegal logging)?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan

terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil hutan (illegal logging)?

.. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang akan diolah dan
dianalisis, dengan tujuan:
1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian
hasil hutan (illegal logging).
2. Untuk mengungkap kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam proses
penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil hutan (illegal

logging).

. Kegunaan / Manfaat Penelitian
Adapun kegunaan penelitian dalam pembahasan ini adalah:
1. Secara Teoretis
Penelitian ini diharapkan berguna atau bermanfaat bagi para akademisi untuk

menunjang perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal pencurian hasil

hutan (illegal logging).
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2. Secara Praktis
Peneclitian ini dapat dipergunakan oleh aparat penyidik untuk dapat
menerapkan tugas dan wewenangnya dalam menegakkan hukum, khususnya

dalam tindak pidana pencurian hasil hutan (illegal logging).

E. Metddologi Penelitian
Metodologi penelitian diperlukan guna untuk menjawab permasalahan
yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Untuk keperluan itulah maka
metodologi penelitian yang digunakan terdiri dari sistematika sebagai berikut:
1. Tipe Penelitian
Penelitian ini bersifat yuridis normatif penekanannya pada
sistimatisasi hukum. Penelitian ini tidak hanya mengkaji sederetan
pengetahuan peraturan hukum mengenai ketentuan-ketentuan yang
berhubungan dengan pelaku tindak pidana pencurian hasil hutan (illegal
logging), tetapi didukung dengan penelitian lapangan berupa wawancara
dengan responden / narasumber yang relevan dengan obyek penelitian. Jadi
penelitian ini “dilakukan berdasarkan sumber data sekunder yang meliputi
14

bahan hukum primer, sekunder dan tertier”.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data utama yaitu sumber data

sekunder, didalamnya terdapat beberapa sumber data primer dari narasumber.

4 .
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum N 1 j
Grafindo Persada, 2001, Jakarta, Hal. 13. P clarmil, Coian v, GV Rage
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Data sekunder yang terdapat pada kepustakaan dapat berupa peraturan
perundang-undangan ataupun mempelajari terhadap berkas-berkas perkara
yang ada mengenai tindak pidana pencurian hasil hutan (illegal logging).

Data primer diperoleh dari penelitian lapangan terhadap objek
penelitian sebagai data penunjang dengan menggunakan teknik wawancara
dengan responden / narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang
disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan dengan cara ini
peneliti dapat lebih leluasa menggali informasi berkaitan dengan
permasalahan yang dibahas. Selanjutnya penelitian dilakukan terhadap
informasi yang diperoleh dalam wawancara untuk memeriksa kebenaran

informasi yang telah dikumpulkan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:
a. Penelitian Pustaka

Studi pustaka penting dalam sebuah penelitian. Studi kepustakaan
diperlukan untuk mendapatkan data berkenaan dengan tindak pidana
pencurian hasil hutan (illegal logging). Dalam studi pustaka akan dicari
data sekunder, khususnya pada penelusuran bahan-bahan hukum primer
(peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku-buku
tentang kehutanan, dan laporan hasil penelitian) dan bahan hukum tersier
(kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan kamus

kehutanan). Pengumpulan bahan-bahan hukum akan dipergunakan untuk
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melakukan identifikasi dan analisis sehingga akan didapat data yang
akurat.
b. Penelitian Lapangan
Dalam penelitian normatif diperlukan data lapangan yang lazimnya
berupa keterangan / data / informasi tambahan dari orang-orang tertentu,
yang penentuannya dilakukan secara purposive sampling. Wawancara
yang dilakukan dengan teknik purposive sampling karena orang yang
dijadikan responden / narasumber dipilih dari orang-orang yang bidang
tugas, keahlian dan pengetahuannya terkait dengan topik penelitian. Dari
wawancara akan diperoleh data primer yang respondennya berasal dari
aparat kepolisian Polda Sumatera Selatan dan Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Selatan. Wawancara dilakukan kepada AKP. Tito Dani, ST.,
SII., (Kanit IV Pidana Tertentu Direktorat Kepolisian Daerah Sumatera
Selatan) dan Ir. Hendro Purwoto (Kasubdin Perlindungan Hutan Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan).
4. Analisis Data
Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari kepustakaan dan data
yang diperoleh dari lapangan setelah terkumpul dilakukan analisis. Kemudian
data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya

dianalisis secara kualitatif guna mencari kejelasan masalah yang akan

dibahas.



13

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara keseluruhan dituangkan dalam [V (cmpat) bab, yang
masing-masing bab dapat ditulis sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, yang membahas tentang; latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penetitian, metodoiogi peneiitian
dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tinjauan umum tentang penyidikan tindak pidana pencurian
hasil hutan (iflegal logging) ditinjau dari hukum di bidang kehutanan, yang
membahas tentang; pengertian tindak pidana pencurian hasil hutan (illegal
logging), tinjauan umum mengenai hutan, jenis-jenis tindak pidana di bidang
kehutanan serta penyidikan terhadap tindak pidana pencurian hasil hutan (illegal
logging).

Bab ketiga penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil
hutan (illegal logging), yang membahas tentang; proses penyidikan terhadap
pelaku tindak pidana pencurian hasil hutan (illegal logging), dan faktor-faktor
yang menjadi kendala dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana

pencurian hasil hutan (illegal logging).

Bab keempat, penutup. Yang membahas tentang kesimpulan dan saran-

saran pcnulis.
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